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ABSTRACT

This study aims to analyze the effect of village revenue (PADes), village funds (DD), and revenue sharing tax levy (BHPR) on village expenditure in the health sector. This study uses the type of population quantitative research used in this study is the village government in Klaten regency which consists of 391 villages in the period 2020 to 2022. The sampling technique used in this study uses saturated sampling, which is a sampling technique that makes all members of the population as a sample. The results of this study provide empirical evidence can be concluded that the variable PADes, and BHPR does not affect the village health expenditure on the district budget Klaten, while the variable DD significant effect on village health expenditure on the district budget Klaten.
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ABSTRAK  
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli desa (PADes), dana desa (DD), dan bagi hasil pajak retribusi (BHPR) terhadap belanja desa bidang kesehatan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 391 Desa pada periodel tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Teknik pengambilan sampel yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel. Hasil penelitian memberikan bukti empiris dapat disimpulkan  bahwa variabel PADes, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap belanja desa bidang kesehatan pada APBDes Kabupaten Klaten, sedangkan variabel DD berpengaruh signifikan terhadap belanja desa bidang kesehatan pada APBDes Kabupaten Klaten.

Kata Kunci: Belanja Desa, Asli Desa (PADes), Dana Desa (DD), Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) 
1. Pendahuluan
Desa adalah bentuk pemerintahan terkecil di wilayah negara Indonesia. Desa mempunyai kesatuan hukum yang di dalamnya bertempat tinggal sekelompok masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintah sendiri. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, desa memiliki susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa untuk mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Dalam hak-hak istimewa desa sebagai sebuah kawasan yang otonom diberikan wewenang agar dapat menentukan susunan pemerintahan, mengatur, dan mengurus rumah tangga sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki untuk mencapai kesejahteraan desa, serta memiliki kekayaan dan asset. Dengan adanya otonomi desa, maka akan berdampak pada sistem pemerintahan desa, sehingga dari adanya otonomi desa diharapkan dapat mewujudkan tata kepemerintahan yang baik (good governance).
Desa memiliki hak otonomi asli berdasarkan hukum adat. Contohnya adalah terkait pengelolaan keuangan desa yang menetapkan sumber pendapatan yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) setingkat di bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, merupakan pertanggungjawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang aktivitas dan kegiatan desa kepada mayarakat desa atau pengelolaan keuangan dan pelaksanaan rencana-rencana program yang dibiayai dengan anggaran desa. APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa desa berhak menerima pendapatan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam hal ini berarti desa diharapkan sanggup untuk mengelola pendapatan itu secara mandiri.

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PADes merupakan pendapatan asli desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa. PADes juga menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa. Apabila PADes dapat dioptimalkan, maka desa tersebut juga akan mendapatkan dana pengelolaan dan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan fasilitas-fasilitas umum di desa sehingga dapat terwujud desa yang mandiri. 

Desa selain memiliki anggaran dana yang bersumber dari PAD, juga memperoleh bagian keuangan dari pusat yang disebut dana desa (DD). Menurut Undang-Undang PADes, DD dialokasikan paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Selain itu desa juga memperoleh pendapatan bukan hanya dari PADes, tetapi juga dari transfer BHPR Daerah Kabupaten/Kota. BHPR dialokasikan sebesar 60% secara merata dan 40% secara proporsional dari realisasi pajak dan retribusi masing-masing daerah serta mengalokasikannya kepada desa paling sedikit 10% sebagai anggaran APBDes. 

Desa mempunyai berbagai rencana dan rancangan pembangunan yang bertujuan untuk pembangunan agar menjadi desa yang maju dan meningkat kesejahteraan masyarakatnya. Namun, sampai saat ini pembangunan desa masih dianggap minim oleh pemerintah, terutama kebijakan pemerintah terkait pembangunan infrastruktur. Maka dari itu Belanja Desa dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat desa, sehingga tinggi ataupun rendahnya Belanja Desa dipengaruhi oleh pendapatan desa yang harus dikelola secara adil dan transparan. Sebuah penelitian menyimpulkan bahwa pendapatan desa berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa pada Desa Kepayang (Suhairi, 2016). Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan oleh Pinilih (2018) menunjukkan bahwa PADesa, DD, dan BHPR berpengaruh terhadap Belanja Desa bidang infrastruktur Di Kabupaten Wonogiri .

Dalam pelaksanaannya yang sering terjadi permasalahan di berbagai daerah/desa adalah kontribusi DD dalam membiayai Belanja Desa lebih besar dari pada kontribusi PADes terhadap Belanja Desa. Hal ini dikarenakan PADes yang masih sedikit dibandingkan dengan alokasi DD. Penelitian Fadmawati (2018) mendapatkan bahwa PADes, DD, dan BHPR tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan, tetapi DD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa Bidang Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo.

Dari penelitian yang memiliki hasil berbeda tersebut, perlu dilakukan penelitian ulang untuk menguji kembali serta mengembangkan variabel-variabel lain yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Pengaruh Pendapatan Asli Desa, Dana Desa, dan Bagi Hasil Pajak Retribusi Terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan.”
2. Tinjauan Pustaka
Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, PADes merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. Pendapatan desa terdiri atas PADes, transfer, dan pendapatan lain-lain.

Dana Desa (DD)

DD adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Pasal 72 ayat (4) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan besarnya alokasi dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. DD dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, tingkat kesulitan geografi. Penggunanan DD diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, terutama untuk peningkatan kualitas hidup, penanggulangan kemiskinan, dan kesejahteraan masyarakat.

Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR)

Berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, BHPR merupakan komponen sumber dari pendapatan desa, yaitu bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah. Contoh dari retribusi yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa berasal dari bagi hasil pajak bumi dan bangunan. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa Pemerintah kabupaten/kota mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota.
Belanja Desa 


Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa Belanja Desa merupakan semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Menurut Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Pusat.

Pengaruh Pendapatan Asli Desa (PADes) terhadap Belanja Desa

Pengaruh PADes tercermin dalam laporan realisasi APBDes yang menjelaskan bahwa besaran PADes dapat mempengaruhi Belanja Desa. Semakin besar nilai PADes yang dibukukan akan semakin meningkatkan kemampuan keuangan desa, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap Belanja Desa. PADes akan mempengaruhi kemampuan Belanja Desa terutama Bidang Kesehatan. Semakin besar PADes bisa memenuhi kebutuhan Belanja Desa, karena semakin besar PADes yang diterima memungkinkan desa memenuhi kebutuhan Belanja Desanya sendiri tanpa menunggu bantuan pemerintah pusat. Penelitian Sulistiyoningtyas (2017) menunjukkan bahwa PADes berpengaruh signifikan terhadap Belanja Desa. Peningkatan PADes akan meningkatkan Belanja Desa. Dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa digunakan untuk meningkatkan sarana dan pelayanan masyarakat. 

Pengaruh Dana Desa (DD) terhadap Belanja Desa

Pengaruh DD tercermin dalam laporan realisasi APBDes yang menjelaskan bahwa besaran DD dapat mempengaruhi Belanja Desa. Semakin besar DD yang dibukukan akan semakin menunjang keuangan desa, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar. Semakin besar DD yang diterima oleh suatu desa akan meningkatkan kemampuan desa untuk memenuhi kebutuhan terutama di Bidang Kesehatan. Menurut penelitian Oktavia (2018) ketika DD yang dihasilkan oleh suatu daerah rendah, maka belanja desa akan cenderung rendah.

Pengaruh Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR) terhadap Belanja Desa

Pengaruh BHPR tercermin dalam laporan realisasi APBDes yang menjelaskan bahwa besaran BHPR dapat mempengaruhi Belanja Desa. Semakin besar BHPR yang dibukukan akan semakin menunjang keuangan desa, sehingga memberikan kontribusi yang lebih besar. BHPR merupakan sumber dana yang potensial serta mampu meningkatkan Belanja Desa dalam memenuhi kebutuhan desa, terutama dalam bidang kesehatan. Hal ini sejalan dengan penelitian Arifatun & Yuliantoro (2019) bahwa BHPR memberikan pengaruh atas alokasi Belanja Desa bidang kesehatan. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa pasal 15B menyebutkan bahwa penerimaan pajak daerah Kabupaten dan retribusi daerah yang diberikan kepada Desa paling sedikit 10% dari yang diterima oleh Pemerintah Daerah.
3. Metode Penelitian
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, yaitu metode penelitian dengan hasil berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2018). Data yang diteliti adalah berupa data sekunder. 
Populasi yang digunakan  adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Klaten yang terdiri dari 391 Desa pada periode tahun 2020 sampai dengan tahun 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang menjadikan semua anggota populasi sebagai sampel.
Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

a. Belanja Desa

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan kewajiban desa untuk mengeluarkan dana dari rekening desa dalam periode anggaran satu tahun yang tidak akan dikembalikan oleh desa. Sebagaimana dimaksud pada undang-undang tersebut, belanja desa dihitung dengan rumus: Belanja Desa = Belanja Pegawai + Belanja Modal + Belanja Barang Dan Jasa + Belanja Lainnya

b. Pendapatan Asli Desa (PADes)

Menurut PADdes Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada Bab 1 dijelaskan bahwa pendapatan merupakan semua penerimaan desa dalam satu tahun anggaran yang menjadi hak desa dan tidak perlu dikembalikan oleh desa. PADes dihitung dengan rumus:

PADes = Hasil Usaha Desa + Hasil Kekayaan Desa + Hasil Swadaya dan Partisipasi Masyarakat + Lain – lain PADes yang Sah
c. Dana Desa (DD)

DD adalah alokasi dana dari APBN yang disalurkan melalui APBD Kabupaten/Kota, dengan fokus utama untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. DD dihitung dengan rumus:

DD = Alokasi Dasar + Alokasi Formula
d. Bagi Hasil Pajak Retribusi (BHPR)

Menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, bagi hasil merupakan salah satu komponen sumber pendapatan desa, yang terdiri dari bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota dan retribusi daerah. BHPR dihitung dengan rumus:

BHPR = 10% x Realisasi Penerimaan Pajak Dan Retribusi
4. Hasil dan Pembahasan
Uji Asumsi Klasik
1. Hasil Uji Normalitas

Uji Normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov dengan Asymp. Sig. (2-tailed) menghasilkan angka 0,200 yang lebih besar dari nilai signifikansi 0,05. Hal ini berarti data terdistribusi secara normal.

2. Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian multikolinearitas menghasilkan tolerance value lebih besar dari 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi terbebas multikolinearitas.

3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Spearman Rho menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas.

4. Hasil Uji Autokorelasi

Hasil uji autokorelasi menggunakan Durbin Watson (DW) sebesar 1,673. Angka DW tersebut berada di antara -2 dan +2, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tidak terjadi autokorelasi.
Uji Hipotesis
Hasil pengolahan data menggunakan analisis regresi linier berganda diperoleh hasil  sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil Regresi Linear Berganda

	Model
	Unstandardized Coefficients
	Standardized Coefficients
	T
	Sig.

	
	B
	Std. Error
	Beta
	
	

	1 (Constant)
	-53118268,619
	191838204,472
	
	-,277
	,783

	PADes
	,054
	,090
	,080
	,605
	,547

	DD
	,049
	,020
	,401
	2,477
	,016

	BHPR
	,816
	,451
	,235
	1,810
	,074


        Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024

Dari tabel output olah data tersebut diperoleh persamaan regresi:

Belanja Desa = -53118268,619 + 0,054PADes + 0,049DD + 0,816BHPR + ɛ

Berdasarkan persamaan tersebut dapat diinterpretasikan sebagai berikut: 
1. Nilai konstanta sebesar -53118268,619 dapat diartikan bahwa apabila variabel PADes, DD, dan BHPR tidak berubah atau dianggap konstan, maka Belanja Desa adalah sebesar -53118268,619.

2. Nilai koefisien regresi pada variabel PADes sebesar 0,054. Hasil tersebut menunjukkankan bahwa apabila PADes mengalami kenaikan satu satuan, maka Belanja Desa akan naik sebesar 0,054 satuan. Sebaliknya jika PADes mengalami penurunan satu satuan, maka Belanja Desa akan turun sebesar 0,054 satuan. 

3. Nilai koefisien regresi pada variabel DD sebesar 0,049. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila DD mengalami peningkatan  satu satuan, maka Belanja Desa akan naik sebesar 0,049 satuan. Sebaliknya jika DD mengalami penurunan satu  satuan, maka Belanja Desa akan turun sebesar 0,049 satuan.

4. Nilai koefisien regresi pada variabel BHPR sebesar 0,816. Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa apabila BHPR mengalami kenaikan  satu satuan, maka Belanja Desa akan naik sebesar 0,816 satuan. Sebaliknya jika BHPR mengalami penurunan satu satuan, maka Belanja Desa akan turun sebesar 0,816 satuan

Tabel 2. Hasil Uji F

	Model
	Sum of Squares
	df
	Mean Square
	F
	Sig.

	1
	Regression
	11149044739576720000
	3
	3716348246525573100,000
	18,561
	,000b

	
	Residual 
	14816483477190547000
	74
	200222749691764160,000
	
	

	
	Total 
	25965528216767267000
	77
	
	
	


 Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024
Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai signifikansi (0,000) lebih kecil dari taraf signifikansi α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel indpenden secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hal ini juga menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai adalah dalam posisi goodness of fit.
Tabel 3. Hasil Uji Determinasi (Adjusted R2)

	Model
	R
	R Square
	Adjst R Square
	Std. Error of the Estimate

	1
	0,655a
	0,429
	0,406
	447462567,92246


Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024

Berdasarkan tabel tersebut nilai koefisien determinasi (Adjusted R2) sebesar 0,406. Hal ini menandakan bahwa sebesar 40,6% Belanja Desa dipengaruhi oleh variabel independen (PADes, DD, dan BHPR) dan sisanya sebesar 59,4% dipengaruhi oleh variabel lain di luar yang diteliti.

Tabel 4. Hasil Uji t

	Variabel
	thitung
	ttabel
	Sig.
	Std. Sig.
	Keterangan

	PADes
	0,605
	1,66462
	0,547
	0,05
	Tidak Signifikan

	DD
	2,477
	1,66462
	0,016
	0,05
	Signifikan

	BHPR
	1,810
	1,66462
	0,074
	0,05
	Tidak Signifikan


     Sumber: Data sekunder diolah penulis, 2024

Hasil uji statistik t berdasarkan tabel 4 diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Variabel PADes diketahui nilai thitung (0,605) lebih kecil dari ttabel (1,66462) dan nilai signifikansi (0,547) lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa PADes tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

2. Variabel DD diketahui nilai thitung (2,477) lebih besar dari ttabel (1,66462) dan nilai signifikansi (0,016) lebih kecil dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel DD berpengaruh positif terhadap Belanja Desa.

3. Variabel BHPR diketahui nilai thitung (1,810) lebih besar dari ttabel (1,66462) dan nilai signifikansi 0,074 lebih besar dari α (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa BHPR tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa.

Pengaruh PADes Terhadap Belanja Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa PADes tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan di Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020-2022. 

Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 72 ayat 1, PADes adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan skala lokal desa. Adapun yang dimaksud ‘hasil usaha’ adalah termasuk juga hasil BUM Desa dan tanah Bangkok. Permendagri No. 113 Tahun 2014, PADes yaitu hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah. Namun demikian pada kenyataannya, semakin besar PADes maka akan tidak berbanding lurus terhadap peningkatan alokasi belanja desa bidang pendidikan di Desa Kabupaten Klaten karena PADes yang rendah, sehingga desa tidak dapat memenuhi kebutuhan belanja sendiri. Pemerintah desa tidak mampu menggali potensi yang dimiliki tiap desa untuk menghasilkan PADes yang tinggi. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Saputra et al (2022) yang menyimpulkan bahwa PADes tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Desa.

Pengaruh DD Terhadap Belanja Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DD berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan di Desa Kabupaten Klatenn Tahun 2020-2022. Hasil pengujian membuktikan bahwa terdapat pengaruh alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang kesehatan. 

Hasil tersebut menunjukkan bahwa ada pengaruh positif pada alokasi dana desa terhadap belanja desa bidang kesehatan. Berdasarkan Udang-Undang No. 06 Tahun 2014 bahwa penghasilan tetap kepala desa serta perangkat desa bisa diambilkan dari dana yang berasal dari APBD, sehingga dana tersebut bisa dikatakan merupakan dana yang disalurkan ke desa yang berasal dari APBD yang biasa disebut dengan ADD. Meskipun demikian dapat dikatakan bahwa untuk saat ini ADD tidak maksimal dalam penggunaan dananya untuk bidang kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Muslikah et al (2020) yang menyimpulkan bahwa DD memiliki pengaruh terhadap Belanja Desa.

Pengaruh BHPR Terhadap Belanja Desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BHPR tidak berpengaruh terhadap Belanja Desa Bidang Kesehatan di Desa Kabupaten Klaten Tahun 2020-2022. 

Proporsi alokasi BHPR di Desa Kabupaten Klaten dalam APBDes saat ini tidak menggunakan kriteria besaran di tiap desa, tetapi menggunakan metode rata-rata pendapatannya, sehingga dapat diartikan bahwa variabel BHPR secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel Belanja Desa Kabupaten Klaten tahun 2020-2022, hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah BHPR yang besar belum tentu memberikan kontribusi terhadap belanja desa bidang kesehatan. 

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Purbasari et al., 2018) yang menyimpulkan bahwa BHPR tidak memiliki pengaruh terhadap Belanja Desa.

5. Penutup
Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh PADes, DD, BHPR terhadap belanja desa, dapat disimpulkan  bahwa PADes dan BHPR tidak berpengaruh, sedangkan variabel DD berpengaruh terhadap Belanja Desa bidang kesehatan pada APBDes Kabupaten Klaten.

Dalam penelitian ini masih terdapat keterbatasan-keterbatasan yang dapat menghambat jalannya penelitian, antara lain:

1. Sampel yang diambil hanya pemerintah desa di Kabupaten Klaten, sehingga tidak dapat mengambarkan secara keseluruhan dari kondisi pemerintah desa yang ada di Kabupaten Jawa Tengah

2. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel PADes, DD, BHPR yang dapat mempengaruhi Belanja Desa bidang kesehatan. Kemungkinan masih terdapat banyak variabel lain yang diduga dapat mempengaruhi Belanja Desa sehingga hasilnya kurang dapat digeneralisir untuk penelitian sejenis lainnya.

Berdasarkan simpulan dan keterbatasan tersebut, dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian sejenis, yaitu:

1. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan jumlah sampel yang lebih luas dan tidak hanya menggunakan satu kabupaten saja, sehingga hasilnya akan dapat menggambarkan secara nyata kondisi pemerintah Kabupaten Jawa Tengah serta dapat diperbandingkan denga kabupaten lainnya. 

2. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel-variabel lain yang diperkirakan memiliki pengaruh terhadap belanja desa tetapi belum diuji dalam ngawur!!!!!ini,  sehingga dapat memperluas pengetahuan serta literasi dan dapat digeneralisasikan hasilnya.
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